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PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 3£ TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN INSINERATOR PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DR. PIRNGADI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang :a. bahwa rumah sakit, laboratorium, klinik,
puskesmas, dan tempat pelayanan kesehatan
lainnya scbagai sarana pelayanan kesehatan
tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang
sehat vyang dapat menularkan penyakit serta
memungkinan terjadinya pencemaran lingkungan
dan gangguan kesehatan yang diakibatkan limbah
medis yang merupakan jenis limbah bahan
berbahaya dan beracun;

b. bahwa untuk menghindari risiko terjadinya
pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka setiap
rumah sakit, laboratorium, klinik, puskesmas, dan
tempat pelayanan kesehatan lainnya harus
memiliki insinerator pengolahan limbah bahan
berbahaya dan beracun;

¢. bahwa rumah sakit, laboratorium, klinik,
puskesmas, dan tempat pelayanan kesehatan
lainnya khususnya di Kota Medan belum
seluruhnya memiliki insinerator pengolahan limbah
bahan berbahaya dan beracun;

d. bahwa sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004
tentang Persyaratan Lingkungan Rumah Sakit,
menyatakan bahwa bagi rumah sakit yang tidak
mempunyai insinerator, maka limbah medis
padatnya harus dimusnahkan melalui kerjasama
dengan rumah sakit lain atau pihak lain yang
mempunyai insinerator untuk dilakukan
pemusnahan selambat-lambatnya 24 (dua puluh
empat) jam apabila disimpan di suhu ruang;



Mengingat

"
—

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Pengelolaan Insinerator Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);




8.

10.

1

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3815),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3910);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3853);



13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Nomor Kep-02/BAPEDAL/09/1995
tentang Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun;

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Nomor Kep-03/BAPEDAL/09/1995
tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun;



20. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Nomor Kep-04/BAPEDAL/09/1995
tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil
Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan,
Dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun;

21. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Nomor Kep-05/BAPEDAL/09/1995
tentang Simbol Dan Label Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun;

22, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Dan Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah;

23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup Di Provinsi/
Kabupaten /Kota;

24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian
Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun;

25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun;

26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahya Dan Beracun;

27.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana
Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan
Pemulihan Alkibat Pencemaran Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);



Menetapkan :

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36,

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomer 1);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4
Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Peraturan Walikota Medan Nomor 47 Tahun 2010
tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 45);

Peraturan Walikota Medan Nomor 4 Tahun 2012
tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah 8Sakit Umum Daerah
Dr. Pirngadi Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Walikota Medan Nomeor 4 Tahun 2013
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan
Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Pirngadi Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013
Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN
INSINERATOR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. PIRNGADI KOTA MEDAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

t,

2.

10,

Daerah adalah Kota Medan.
Walikota adalah Walikota Medan.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat,

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, vang
selanjutnya disebut RSUD Dr., Pirngadi Kota Medan adalah
Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.

Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga
pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat
permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk
kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala
terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan
metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan
pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang
menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik,
diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenasa kesehatan dan
dipimpin oleh seorang tenaga medis.

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan
kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Direktur adalah Dircktur RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan.

Insinerator adalah alat pengolahan limbah bahan berbahaya dan
beracun jenis limbah medis padat dengan proses pembakaran
pada suhu tertentu.

Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3
adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan
hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup
lainnya,



11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut
Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena
sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau
merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta
mahkluk hidup lain.

12. Penghasil limbah, vang selanjutnya disebut penghasil adalah
orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan
limbah B3.

13. Limbah Medis adalah jenis limbah B3 yang dihasilkan dari
kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah infeksius, limbah
patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis,
limbah kimiawi, limbah radiocaktif, limbah kontainer bertekanan,
dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah pengaturan tentang
pengelolaan insinerator milik RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INSINERATOR

Pasal 3

(1) Pengelolaan insinerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diselenggarakan oleh RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan.

(2) RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan sebagai pemilik insinerator dapat
melakukan kerjasama dengan Penghasil Limbah yang tidak
memiliki insinerator untuk mengolah limbah B3 jenis limbah
medis padat yang dihasilkan.

(3) Penghasil limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi;
rumah sakit;

laboratorium kesehatan;

klinik;

puskesmas; dan

tempat pelayanan kesehatan lainnya.

o R0 o



BAB 1V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4
Tata cara pengolahan limbah B3 jenis limbah medis padat

berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Direktur atau Keputusan Direktur.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Nopamber 2013
Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,
ttd
DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 48 Nopembar 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUL-BAHR! 7
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 3¢



